LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG

TAHUN 2006 NOMOR 4 SERID

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja serta dalam rangka mewujudkan
Organisasi Pemerintah Kota Semarang, maka perlu dilakukan evaluasi dan
penataan kembali Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang khususnya mengenai Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang perlu ditinjau kembali;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogjakarta;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah-daerah Tingkat |l
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan
di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat | Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 89);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
SEMARANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
Daerah adalah Kota Semarang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
Walikota adalah Walikota Semarang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
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Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Semarang.

Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Semarang.

Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Semarang.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam
memelihara dan meyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan
Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan
teratur.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan
Keputusan Walikota.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB i
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah,
Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan
Ketertiban umum, serta Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

b. Penyelenggaraan rencana dan program kerja serta pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban
umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

e. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan PPNS dan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan
Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara, PPNS dan atau Aparatur lainnya;

f. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan
Walikota dan Keputusan Walikota;

Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Wewenang
Pasal 6

Polisi Pamong Praja melaksanakan kewenangan sebagai berikut :

a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman
dan ketertiban umum;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 7

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan
fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya
yang hidup dan berkembang di masyarakat;

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman
dan ketertiban umum;

c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
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d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

BAB V
ORGANISASI
Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a.
b.

f.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
1). Seksi Perencanaan Program;

2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Bidang Pengendalian Operasional, terdiri dari :

1) Seksi Penertiban dan Penindakan;

2) Seksi Pemberdayaan PPNS.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan, terdiri dari :

1) Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Seksi Pengawasan dan Evaluasi.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan masing-masing Bidang dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Penjabaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
tetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan,
membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan

Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 11
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